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SAMBUTAN
SEKRETARIS JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera,

Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, 

Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa 

menjalankan aktivitas dan pengabdian di berbagai bidang kehidupan.

Seperti kita ketahui bersama bahwa korupsi yang terjadi di negara ini sudah 

memprihatinkan. Bahkan sudah pada taraf menghancurkan sendi-sendi kehidupan 

masyarakat yang seharusnya sejahtera dengan kekayaan alam yang melimpah. 

Pada tingkat internasional, bangsa Indonesia sebagai bagian dari masyarakat dunia 

mempunyai citra buruk terkait korupsi. Berdasarkan indeks persepsi Korupsi yang 

dikeluarkan oleh Transparency Internasional, Indonesia pada tahun 2017 memiliki 

Indeks sebesar 37 dari 100 dan menempati posisi 96 dari 180 negara yang disurvei. 

Sementara itu, World Economic Forum dalam The Global Competitivness Report 2017-

2018 menyampaikan bahwa faktor terbesar yang menghambat dalam melakukan bisnis 

di Indonesia adalah korupsi dengan nilai 15,4. Keadaan tersebut akan mengakibatkan 

investor luar negeri ke negara-negara lain yang dianggap memiliki iklim lebih baik. 

Kondisi seperti ini akhirnya memperburuk perekonomian dengan segala aspeknya di 

negara ini.

Pemerintah Indonesia telah berusaha keras untuk memerangi korupsi dengan berbagai 

cara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga independen yang secara 

khusus menangani tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat pemerintah 

dan pihak-pihak lain melakukan upaya kuratif tindak korupsi. Upaya penindakan ini 

membutuhkan ongkos yang tidak sedikit. Belum lagi jika dihitung dari dampak yang 

ditimbulkan bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Upaya memberantas 

korupsi yang paling murah dan efektif adalah dengan tindakan pencegahan (preventif), 

seperti pendidikan anti-korupsi dan penanaman nilai-nilai integritas kepada anak-anak 

sejak dini.
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Buku Pendidikan Anti Korupsi Edisi Revisi untuk Perguruan Tinggi, sekaligus kurikulum 

yang mendukung, akan berkontribusi dalam upaya membentengi generasi muda 

khususnya kepada mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan terhadap tindak 

pidana korupsi. Pendidikan Anti Korupsi ini juga mendukung program Gerakan Nasional 

Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan memperbaiki dan membangun karakter bangsa 

Indonesia yang mengacu pada nilai-nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk 

membangun budaya bangsa yang bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera 

berdasarkan Pancasila.

Dengan terbitnya buku Pendidikan Anti Korupsi edisi revisi ini, saya sampaikan terima 

kasih sebesar-besarnya kepada Pimpinan Institut Teknologi Bandung, Universitas 

Paramadina, Universitas Padjadjaran, Universitas Negeri Semarang, Universitas 

Indonesia, Universitas Katolik Soegijapranata, Universitas Jenderal Soedirman, 

Universitas Negeri Jember dan seluruh pihak yang terlibat lainnya yang telah 

memberikan kontribusi sehingga buku ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga 

Tuhan Yang Maha Esa senantiasa membimbing bangsa ini untuk menjadi lebih baik. 

Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Jakarta, Juli 2018

Prof. Ainun Na'im, Ph.D, M.B.A. 

Sekretaris Jenderal Kemenristekdikti
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KATA PEGANTAR
EDITORIAL 

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan dan berdampak 

buruk luar biasa pada hampir seluruh sendi kehidupan. Korupsi telah menghancurkan 

sistem perekonomian, demokrasi, politik, hukum, pemerintahan, dan tatanan sosial 

kemasyarakatan. Dilain pihak upaya pemberantasan korupsi yang telah dilakukan 

selama ini belum menunjukkan hasil yang optimal. Korupsi dalam berbagai tingkatan 

tetap saja banyak terjadi seolah-olah telah menjadi bagian dari kehidupan kita yang 

bahkan sudah dianggap sebagai hal yang biasa. Jika kondisi ini tetap kita biarkan 

berlangsung maka cepat atau lambat korupsi akan menghancurkan negeri ini. 

Korupsi harus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime) yang 

oleh karena itu memerlukan upaya luar biasa (extra ordinary effort) pula untuk 

memberantasnya. Upaya pemberantasan korupsi yang terdiri dari dua bagian besar, 

yaitu (1) penindakan, dan (2) pencegahan, tidak akan pernah berhasil optimal jika 

hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Oleh 

karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa sebagai salah satu bagian penting dari 

masyarakat yang merupakan pewaris masa depan diharapkan dapat terlibat aktif dalam 

upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. 

Keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya 

penindakan yang merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif 

mahasiswa diharapkan lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut 

membangun budaya anti korupsi di masyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan 

sebagai agen perubahan dan motor penggerak gerakan antikorupsi di masyarakat. 

Untuk dapat berperan aktif mahasiswa perlu dibekali dengan pengetahuan yang cukup 

tentang seluk beluk korupsi dan pemberantasannya.

Upaya pemerintah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan yang bersih dan 

transparan (reformasi birokrasi) dengan melakukan perbaikan sistem dan penguatan 

integritas sumber daya manusia juga sejalan dengan cita-cita ini.  Pendidikan Antikorupsi 

ini juga mendukung program Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang bertujuan 

memperbaiki dan membangun karakter bangsa Indonesia yang mengacu pada nilai-

nilai integritas, etos kerja, dan gotong royong untuk membangun budaya bangsa yang 

bermartabat, modern, maju, makmur dan sejahtera berdasarkan Pancasila. Mahasiswa 

sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia di masa depan harus memiliki karakter ini.
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Buku Ajar Pendidikan Antikorupsi ini berisikan bahan ajar dasar yang dapat 

dikembangkan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perguruan Tinggi dan Program 

Studi masing-masing.  Berbeda dengan buku ajar Pendidikan Antikorupsi sebelumnya 

yang memuat bagian bahan ajar dasar yang terdiri atas delapan bab dan satu bagian 

lagi  model pembelajaran. Maka revisi yang dilakukan adalah dengan penambahan 

materi, perbaikan data dan penyesuaian perkembangan yang terjadi dari tahun 2011 

hingga tahun 2018 ini.  Pada buku revisi ini ada penambahan bab sehingga menjadi dua 

belas bab dimana bagian metode pembelajaran menjadi salah satu dari dua belas bab 

tersebut.

Bahan ajar dasar yang dituliskan dalam buku revisi ini terdiri dari dua belas bab, yaitu: 

(1) Korupsi dan Integritas, (2) Faktor Penyebab Korupsi, (3) Dampak Masif Korupsi, 

(4) Nilai dan Prinsip Anti Korupsi, (5) Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia, (6) 

Gerakan, Kerjasama, dan Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, (7) Gerakan 

Kerjasama dan Instrumen Nasional Pencegahan Korupsi, (8) Tindak Pidana Korupsi 

dalam Peraturan Perundang-undangan, dan (9) Perkembangan Tindak Pidana Korupsi, 

(10) Korupsi dan Pelayanan Publik, (11) Mahasiswa dalam Upaya Pencegahan Korupsi 

dan (12) Model Pembelajaran Mata Kuliah Antikorupsi.  

Revisi yang dilakukan ini didasarkan atas pengalaman melakukan ToT (Training of the 

Trainer) bagi dosen calon pengampu mata kuliah Pendidikan Antikorupsi dari tahun 

2012 hingga tahun 2017, yang melibatkan sekitar 1.900 PTN dan PTS di Indonesia dengan 

sekitar 3.800 dosen. Dalam pelaksanaannya selama itu banyak sekali didapatkan kritik 

dan masukan penting dari berbagai pihak yang terlibat mengenai materi yang ada di 

dalam Buku Ajar ini, termasuk juga bagaimana cara menyampaikan materi ini kepada 

peserta. Sehingga dari tahun 2012 sampai 2017 metode penyampaian materi yang 

dilakukan juga berubah-ubah disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi, dari 

metode ToT hingga metode Micro Teaching pada tahun 2016 yang didahului dengan 

menerbitkan Buku Panduan Dosen Pendidikan Antikorupsi. Oleh sebab itu diharapkan 

dengan revisi ini bahan ajar dasar Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi ini 

akan lebih baik dan komprehensif.

Dalam penerapannya pada perkuliahan Pendidikan Antikorupsi dirancang untuk 

dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan tatap muka selama satu semester, materi 
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ini bisa mencakup hampir seluruh pertemuan pada satu semester. Namun perlu juga 

untuk memberikan pengetahuan dan wawasan lain kepada mahasiswa selain bahan 

ajar dasar yang ada di buku revisi ini, seperti; kuliah umum, studi kasus, pemutaran film 

dan analisisnya, dan tugas-tugas yang disesuaikan dengan karakteristik Program Studi 

pada Perguruan Tinggi masing-masing. Oleh sebab itu perlu perencanaan yang baik dan 

kreativitas dosen pengampu dalam aplikasinya.

Revisi buku ajar mata kuliah Pendidikan Antikorupsi ini disusun untuk keperluan 

penyelenggaraan perkuliahan Pendidikan Antikorupsi bagi mahasiswa di Perguruan 

Tinggi. Tentu saja buku ajar ini masih jauh dari sempurna. Namun demikian kehadiran 

buku ajar ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi upaya pemberantasan 

korupsi di Indonesia, khususnya dalam upaya membangun budaya antikorupsi di 

kalangan mahasiswa khususnya dan masyarakat umumnya.

Jakarta, Juli 2018

Tim Editor

vi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



UCAPAN
TERIMA KASIH

1. Rektor Universitas Paramadina

2. Rektor Institut Teknologi Bandung

3. Rektor Universitas Katolik Soegijapranata

4. Rektor Universitas Padjadjaran

5. Rektor Universitas Negeri Semarang

6. Rektor Universitas Indonesia

7. Rektor Universitas Jenderal Soedirman

8. Rektor Universitas Negeri Jember

9. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

viiPendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi



PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

UNTUK PERGURUAN TINGGI

BAB 1
KORUPSI DAN INTEGRITAS



1Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi

KOMPETENSI YANG DIHARAPKAN

�� 0ahasisZa mampu menjelaskan arti kata dan definisi kRrupsi, serta 

perilaku kRruptiI seFara tepat dan benar;

�� 0ahasisZa mampu menganalisis perbuatan kRrupsi dan perilaku 

kRruptiI di masyarakat serta mampu menjelaskan bentuk�bentuk 

kRrupsi dengan benar;

�� 0ahasisZa mampu menjelaskan pengertian integritas;

�� 0ahasisZa mampu menjelaskan dan memahami sejarah perkembangan 

kRrupsi di ,ndRnesia�

POKOK BAHASAN

.Rrupsi dan ,ntegritas

SUB POKOK BAHASAN

$� .Rrupsi dan 3erilaku .RruptiI

�� .Rrupsi 

�� 3erilaku .RruptiI

�� %entuk�bentuk .Rrupsi dan 3erilaku .RruptiI

%� ,ntegritas

&� 6ejarah 3erkembangan .Rrupsi di ,ndRnesia
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A. KORUPSI DAN PERILAKU KORUPTIF

1.  Korupsi

.ata ÛkRrupsiÜ berasal dari bahasa /atin “corruptio” �)RFkema $ndrea � ����� atau 

“corruptus” �:ebster 6tudent 'iFtiRnary � ����� yakni berubah dari kRndisi yang adil, 

benar dan jujur menjadi kRndisi yang sebaliknya �$]har, ��������� $dapun kata  “corruptio” 

berasal dari kata “corrumpere”, suatu bahasa /atin yang lebih tua, yang berarti busuk, rusak, 

menggRyahkan, memutar balik, menyRgRk, Rrang yang dirusak, dipikat, atau disuap �1asir, 

���� � ��������� 'ari bahasa /atin tersebut kemudian dikenal istilah “corruption, corrupt” 

�,nggris�, “corruption” �3eranFis� dan “corruptie/korruptie” �%elanda�� 'engan demikian arti 

kata kRrupsi seFara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat 

disuap, tidak bermRral, penyimpangan dari kesuFian�

'i 0alaysia terdapat peraturan antikRrupsi, dipakai kata ÛresuahÜ berasal dari bahasa $rab 

“risywah”, menurut .amus umum $rab�,ndRnesia artinya sama dengan kRrupsi �$ndi +am]ah 

� ������ Risywah �suap� seFara terminRlRgis berarti pemberian yang diberikan seseRrang 

kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya dengan Fara yang tidak 

dibenarkan atau untuk memperRleh kedudukan �al�0isbah al�0unir � al )ayumi, al�0uhalla 

� ,bnu +a]m�� 6emua ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pemutusan 

hukum, bahkan perbuatan ini termasuk dRsa besar� 6ebagaimana yang telah diisyaratkan 

beberapa 1ash 4urÙaniyah dan 6unnah 1abaZiyah yang antara lain menyatakan� Ü0ereka 

itu adalah Rrang�Rrang yang suka mendengar berita bRhRng, banyak memakan yang haramÜ 

�46 $l 0aidah ���� 

,stilah kRrupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa ,ndRnesia, adalah 

Ûkejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermRral, kebejatan dan ketidakjujuranÜ �6� 

:RjRZasitR�:-6 3RerZadarminta � ������ 3engertian lainnya, Ûperbuatan yang buruk seperti 

penggelapan uang, penerimaan uang sRgRk, dan sebagainyaÜ �:-6 3RerZadarminta � ������ 

'alam Black law dictionary disebutkan Corruption, “is depravity, perversion, or taint, on 

iPSairPenW oI inWeJriW\� YirWXe� or Poral SrinciSle� esS.� Whe iPSairPenW oI a SXElic oIficialÙs 

duties by bribery”� �%ryan $� *arner, ���� � ����� 6elanjutnya dalam 7he 2[IRrd 8nabridged 

'iFtiRnary, kRrupsi didefinisikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam 

pelaksanaan tugas�tugas publik dengan penyuapan atau balas jasa �0uFhlisin � ������ $dapun 

pada 7ahun ���� :Rrld %ank, mendefinisikan kRrupsi sebagai berikut, “Corruption is the  

abuse of public power for private gain”  �7he :Rrld %ank, ������ 'efinisi yang dirumuskan 

Rleh :Rrld %ank tersebut seRlah menjadi standard internasiRnal untuk merumuskan 

kRrupsi� �=ainal $bidin, ���� � ���� 3engertian lainnya menurut $sian 'evelRpment %ank 

�$'%�, kRrupsi melibatkan perilaku Rleh sebagian pegaZai sektRr publik dan sZasta, dimana 

mereka dengan tidak pantas dan melaZan hukum memperkaya diri sendiri dan atau Rrang�

Rrang yang dekat dengan mereka, atau membujuk Rrang lain untuk melakukan hal�hal 

tersebut, dengan menyalahgunakan jabatan dimana mereka ditempatkan �0uFhlisin � ������
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0enurut 6ubekti dan 7jitrRsRedibiR dalam kamus hukum, yang dimaksud corruptie adalah 

kRrupsi, perbuatan Furang, perbuatan Furang, tindak pidana yang merugikan keuangan 

negara �6ubekti dan 7jitrRsRedibiR � ������

'ari beberapa pengertian di atas, pada dasarnya menjelaskan kRrupsi memiliki � �lima� 

kRmpRnen, sebagai berikut �=ainal $bidin, ���� � ������ � 3ertama; .Rrupsi adalah suatu 

perilaku� .edua; perilaku tersebut terkait dengan 3enyalahgunaan ZeZenang atau 

kekuasaan� .etiga; 'ilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelRmpRk� 

.eempat; 0elanggar hukum atau menyimpang dari nRrma atau mRral� .elima; terjadi atau 

dilakukan dalam SXElic oIfice seWWinJ �lembaga�lembaga pemerintah� maupun SriYaWe oIfice 

setting �kRrpRrasi�kRrpRrasi sZasta��

6elanjutnya di dalam .amus %esar %ahasa ,ndRnesia �.%%,� ditemukan beberapa peristilahan 

lain terkait dengan kRrupsi, seperti  �

a� .Rrup artinya busuk, � buruk; rusak; busuk; � suka memakai barang �uang� yang 

diperFayakan kepadanya; dapat disRgRk �memakai kekuasaannya untuk kepentingan 

pribadi�;

b� .Rrupsi artinya penyeleZengan atau penyalahgunaan uang negara �perusahaan dan 

sebagainya� untuk keuntungan pribadi atau Rrang lain;

F� .RruptRr artinya Rrang yang melakukan kRrupsi; Rrang yang menyeleZengkan 

�menggelapkan� uang negara �perusahaan� tempat kerjanya�

'engan demikian arti kata kRrupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat dan merusak, 

berdasarkan kenyataan tersebut bahZa perbuatan kRrupsi menyangkut � sesuatu yang 

bersiIat amRral, siIat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur 

pemerintah, penyeleZengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut 

IaktRr ekRnRmi dan pRlitik dan penempatan keluarga atau gRlRngan ke dalam kedinasan di 

baZah kekuasaan jabatan�

6elanjutnya %aharudin /Rpa mengutip pendapat 'avid 0� &halmers, menguraikan 

istilah kRrupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuapan, 

yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekRnRmi, dan yang menyangkut bidang 

kepentingan umum� +al ini diambil dari definisi yang berbunyi Ûfinancial PaniSXlaWions and 

deliction injurious to the economic are often labeled corrupt”�(vi +artanti � ������

0enurut pendapat =ainal $bidin, et� $l, terdapat � �dua� jenis kRrupsi dilihat dari besaran 

uang yang dikRrupsi dan asal atau kelas para pelakunya, yaitu �=ainal $bidin, ���� � ���; 

3ertama, bureaucratic corruption, settingnya adalah di lingkungan birRkrasi dan pelakunya 

para birRkrat� -enis kRrupsi ini sering disebut petty corruption, yaitu suatu bentuk kRrupsi 

yang dilakukan Rleh para birRkrat atau pegaZai rendahan, misalnya dengan Fara menerima 

atau meminta suap dalam jumlah yang relatiI keFil dari anggRta masyarakat� .edua, political 

corruption, pada umumnya pelakunya adalah para pRlitisi di parlemen, para pejabat tinggi 
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di  pemerintahan, serta para penegak hukum di dalam maupun di luar pengadilan� -enis 

kRrupsi ini dikategRrikan ke dalam grand corruption, yakni kRrupsi yang besaran uang 

yang dijadikan transaksinya relatiI besar dan�atau pelakunya memiliki kedudukan tinggi di 

masyarakat, dunia usaha dan atau pemerintahan� 

6elanjutnya mengutip pendapat $mien 5ais, yang mengklasifikasikan kRrupsi, sebagai 

berikut � �$nZar, ���� � ���

a� .Rrupsi (kstRrtiI, berupa sRgRkan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa;

b� .Rrupsi 0anipulatiI, seperti permintaan seseRrang yang memiliki kepentingan ekRnRmi 

kepada eksekutiI atau legislatiI untuk membuat peraturan atau kebijakan yang 

menguntungkan bagi usaha ekRnRminya;

F� .Rrupsi 1epRtistik, terjadinya kRrupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan, dan 

sebagainya;

d� .Rrupsi 6ubversiI, mereka yang merampRk kekayaan 1egara seFara seZenang�Zenang 

untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi�

2.  Perilaku Koruptif

'alam pemahaman sRsiRlRgi, perilaku seseRrang dapat digRlRngkan ke dalam tiga hal 

yang utama, yakni sikap, tindakan dan pengetahuan� +ubungan nya dengan makna perilaku 

kRruptiI adalah segala hal yang berkaitan dengan sikap, tindakan dan pengetahuan 

seseRrang atau sekelRmpRk Rrang yang menjebakkan dirinya pada perbuatan kRrupsi� 

6alah satu upaya penFegahan terhadap pRtensi kRrupsi dengan menguatkan peran aktiI 

keluarga sebagai agen sRsial, diharapkan perilaku kRruptiI bisa direduksi untuk tidak terus 

berkembang� �$IthRn ,lman +uda, ������ 0enurut tRkRh sRsiRlRg *eRrge +erbert 0ead 

������, dalam teRrinya mengenai tahap pengembangan diri manusia yang menjelaskan, 

ÛbahZa manusia dalam Iase hidupnya akan meleZati beberapa tahapan sRsialisasi, salah 

satunya ialah melalui keluarga�Ü 'imana lingkungan keluarga seFara Iundamen menjadi 

tahap persiapan bagi individu untuk dibekali nilai dan nRrma yang akan menjadi pedRman 

bergaul dalam masyarakat� %ila berkaFa pada teRri 0ead tersebut, maka keluarga sebagai 

salah satu unit sRsial terkeFil di masyarakat, tidak hanya berperan membentuk kepribadian 

individu �anak� agar sesuai dengan nilai dan nRrma di masyarakat saja� 0elainkan perannya 

juga sangat penting dalam mereduksi perilaku menyimpang untuk tidak berkembang 

sehingga berdampak merugikan masyarakat dikemudian hari�  

.etika sebuah keluarga tidak mampu menjalankan Iungsi sRsialnya, misal dalam mendidik  

anak agar berperilaku jujur atau dapat berperilaku sesuai dengan nilai dan tata aturan 

yang berlaku di masyarakat, maka akan berimplikasi pada munFulnya permasalahan atau 

patRlRgi sRsial, termasuk perilaku kRruptiI� 3erilaku kRruptiI bisa saja disebabkan karena 

adanya  kekRsRngan peran dari masyarakat seperti peran keluarga� 2leh karena itu, penting 

untuk ikut melibatkan seluruh elemen masyarakat untuk bersama�sama memerangi 
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kRrupsi� 6elain itu, tanpa kita sadari ternyata lingkungan kita sendiri yang membentuk 

perilaku kRruptiI, namun karena ini terlalu sering dilakukan dimasyarakat maka seakan�

akan keadaan ini menjadi hal biasa� 3erilaku masyarakat yang seenaknya dan selalu ingin 

mendapat segala sesuatu dengan instan menjadi dasar terFiptanya perilaku kRruptiI�

%anyak sekali perilaku kRruptiI yang setiap hari dilakukan Rleh masyarakat ,ndRnesia, 

namun tidak pernah disadari bahZa hal ini seperti menjadi kebiasaan yang Zajar� $da 

beberapa perilaku masyarakat yang banyak menFerminkan perilaku kRruptiI, misalnya 

�.hRril %asyar, �����  �

a� 3elanggaran /alu /intas; %anyak sekali aturan dalam berkendara, dan setiap aturan 

pasti memiliki dasar dan tujuan yang baik� 1amun seringkali kita tidak sadar diri, kita 

aFuh dan tidak memiliki kejujuran di jalan raya� /ihat sekeliling anda, banyak sekali 

dari pengendara ini tidak memiliki 6,0, surat kendaraan tidak lengkap, tidak memakai 

helm, melanggar peraturan lalu lintas dan sebagainya� $nda pernah bertanya pada 

mereka" -ika anda pernah bertanya pasti jaZaban mereka Ûudah gak papa, Rrang 

gak ada pRlisi kRkÜ� ,ni kebiasaan yang salah, apa mereka harus di tilang agar jera" 

1yatanya tidak� 'alam budaya kita perilaku harus selalu di aZasi Rleh aparat seakan 

akan menjadi kebiasaan buruk yang terlihat biasa� 3ada saat tidak ada petugas mereka 

melanggar aturan dan berkendara seenaknya namun jika pRlisi melakukan tindakan 

penertiban mereka menghindar� 6ikap seperti ini adalah bibit�bibit bahZa mereka juga 

FalRn kRruptRr� .arena jika tidak diaZasi mereka bertindak semaunya dan melanggar 

peraturan yang berlaku�

 'ari kejadian di atas, biasanya mereka yang ditilang akan minta damai pada petugas� -ika 

pelanggar ini meminta damai dan malah tidak menyadari kesalahannya ini termasuk ke 

dalam 6uap� 3asalnya jika mengakui kesalahan dan membayar denda maka uang tilang 

akan masuk ke kas negara namun jika kita minta damai RtRmatis akan masuk ke dalam 

kantRng pribadi� ,ni kebiasaan yang sangat umum terjadi, namun dengan sikap seperti 

ini berarti masyarakat juga mendukung timbulnya perilaku kRruptiI� $da banyak hal 

yang dilakukan masyarakat yang menyalahi aturan, misal dalam pembuatan 6,0, agar 

di permudah tesnya maka masyarakat memberikan uang lebih untuk memperlanFar 

pembuatannya� .ebiasaan ini juga sudah menjadi 5ahasia umum di banyak instansi, 

namun seakan akan masyarakat tidak menganggap ini salah namun malah meneruskan 

kebiasaan buruk ini�

b� 6uap 0enyuap 8ntuk .elanFaran ,]in; 3rRses dan prRsedur peri]inan dapat meliputi 

prRsedur pelayanan peri]inan, prRses penyelesaian peri]inan yang merupakan prRses 

internal yang dilakukan Rleh aparat�petugas� 6eFara umum permRhRnan i]in itu harus 

menempuh prRsedur tertentu yang ditentukan Rleh pemerintah, selaku pemberi i]in� 

'i samping itu pemRhRn juga harus memenuhi persyaratan�persyaratan tertentu yang 

ditentukan Rleh pemerintah�penguasa sebagai pemberi i]in yang ditentukan seFara 

sepihak� 3rRsedur dan persyaratan peri]inan itu berbeda�beda tergantung jenis i]in, 
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tujuan i]in dan instansi pemberi i]in, yaitu instansi mana, bisa pemerintah daerah atau 

pusat� 'alam hal ini untuk mempersingkat prRses atau memperlanFar pelayanan, Rrang 

sudah dianggap la]im untuk memberikan sesuatu imbalan kepada petugas, karena 

apabila tidak seperti itu seringkali urusan menjadi tersendat�sendat� .ebiasaan seperti 

itu di kalangan masyarakat sudah dianggap sebagai hal biasa dan dengan seFara sadar 

akan melakukan perbuatan tersebut�

F� 3eraturan yang dibuat�buat; $da hal menarik di ,ndRnesia sering kali ada yang namanya 

uang terima kasih� 6aat hendak mengurus i]in pernikahan dan prRsesi akad nikah, di 

depan kantRr .8$ .eFamatan tertulis 3eraturan bupati tentang tariI pernikahan� 

'idalam peraturan tertulis jika melakukan akad di kantRr maka biaya *ratis, dan apabila 

melakukan akad di luar kantRr maka biayanya 5p� �������,��� 1amun pada kenyataannya 

tidak, mereka pegaZai .8$ meminta uang lebih dari tariI yang di tetapkan� -adi jika 

menikah di .antRr dikenakan tariI 5p� �������,�� dan jika di luar kantRr biayanya 5p� 

�������,��� 6elisih 5p� �������,�� buat apa" 0ereka sendiri tak bisa menjaZab dan hanya 

menjaZab untuk lain lain� /alu apabila mereka tidak di beri tambahan 5p� �������,�� 

kita sebagai Zarga tidak akan dilayani dengan baik�

d� 0emberikan 7ips kepada $parat pelayanan publik; .ebiasaan memberikan tips 

kepada pihak�pihak tertentu yang selama ini kita anggap Zajar dan merupakan bentuk 

kepedulian kita terhadap Rrang�Rrang yang telah memberikan pelayanan kepada kita, 

misal pegaZai kelurahan, keFamatan, di instansi yang memberikan peri]inan, dan 

lain�lain� 7ernyata telah menanamkan bibit perilaku kRruptiI yang lama kelamaan 

akan semakin parah� .ebiasaan memberikan tips kepada pegaZai yang tugasnya 

sebagai pelayan publik, menyebabkan kinerjanya semakin buruk dalam memberikan 

pelayanannya, sebab mereka hanya akan melayani Rrang�Rrang yang biasa memberikan 

tips saja� �$Feng, ���� � ����     

e� .ebiasaan 7elat; -angan pernah menyepelekan Zaktu kedatangan Zalaupun hanya satu 

menit� ,ni hal yang tidak sering disadari, sudah telat lalu seakan akan tidak melakukan 

kesalahan� $pakah &ermin disiplin kita masih saja seperti ini" 6angat tidak layak disebut 

disiplin jika seperti ini� %ayangkan jika anda naik pesaZat dan anda telat datang satu 

menit, maka anda tidak akan mendapat apa�apa� %egitu pula jika naik kereta, mungkin 

belum lama bahkan masih melihat keretanya namun jika sudah jalan itu artinya anda 

juga telat� -ika anda menjadi *uru�'Rsen dan suka telat, ini sama saja anda mengkRrupsi 

Zaktu mengajar, padahal ini keZajiban yang sudah di bebankan pada seRrang *uru�

'Rsen� %ayangkan jika seRrang *uru�'Rsen tiap kali ada kelas beliau telat masuk maka 

jika dikalikan seberapa sering sama saja mereka mengkRrupsi banyak Zaktu� 0ungkin 

mulai dari sekarang kita harus bisa menghargai ketepatan Zaktu, karena yang saya lihat 

jam karet atau mRlRr sudah menjadi budaya juga di ,ndRnesia�

3.  Bentuk-Bentuk Korupsi

%erikut dipaparkan berbagai bentuk kRrupsi yang diambil dari %uku 6aku yang dikeluarkan Rleh 

.3. atau .Rmisi 3emberantasan .Rrupsi �.3. � ������
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No Bentuk Korupsi Perbuatan Korupsi

1 .erugian .euangan 1egara • 6eFara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau Rrang lain atau 

kRrpRrasi

• 'engan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau Rrang lain atau kRrpRrasi, 

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan 

atau sarana yang ada

2 6uap 0enyuap • Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada 

3egaZai 1egeri atau penyelenggara negara ���� 

dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau 

tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya;

• Memberi sesuatu kepada 3egaZai 1egeri 

atau penyelenggara negara ���� karena atau 

berhubungan dengan kewajiban, dilakukan 

atau tidak dilakukan dalam jabatannya; 

• Memberi hadiah atau janji kepada 3egaZai 

1egeri dengan mengingat kekuasaan atau 

wewenang yang melekat pada jabatan atau 

kedudukannya atau Rleh pemberi hadiah�

janji dianggap melekat pada jabatan atau 

kedudukan tersebut;

• %agi 3egaZai 1egeri atau penyelenggara 

negara yang menerima pemberian atau janji;

• %agi 3egaZai 1egeri atau penyelenggara 

negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga bahZa 

hadiah atau janji tersebut diberikan untuk 

menggerakan agar melakukan sesuatu atau 

tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, 

yang bertentangan dengan keZajibannya;

• %agi 3egaZai 1egeri atau penyelenggara 

negara yang menerima hadiah, padahal 

diketahui atau patut diduga bahZa hadiah  

tersebut diberikan sebagai akibat atau 

disebabkan karena telah melakukan sesuatu 

atau tidak melakukan sesuatu dalam 

jabatannya, yang bertentangan dengan 

keZajibannya;

• %agi 3egaZai 1egeri atau penyelenggara 

negara yang menerima hadiah atau janji, 

padahal diketahui atau patut diduga 

bahZa hadiah atau janji tersebut diberikan 

karena kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya, atau yang 

menurut pikiran orang yang memberikan 

hadiah atau janji tersebut ada hubungan 

dengan jabatannya;
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